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ABSTRAK 
 

ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN 

PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG  

Oleh  

IRSYAD FADHOLY ARIEF 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung. Data diperoleh melalui 

kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden yang telah melakukan atau 

meminta perizinan di DPMPTSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 

responden adalah laki-laki (64%) dan perempuan (36%). Dari analisis kuesioner, 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh adalah 1.448, yang 

menunjukkan kategori "Baik". Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan perizinan telah menunjukkan perbaikan, meskipun 

masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti transparansi biaya, waktu 

penyelesaian, dan responsivitas petugas. Meskipun terdapat beberapa aspek 

pelayanan yang mendapatkan penilaian positif, seperti kemudahan dalam mengurus 

dan memenuhi persyaratan (Rata-rata 4.0) serta keramahan petugas (Rata-rata 4.2), 

masih ada segmen masyarakat yang meragukan efektivitas pelayanan. Penelitian 

ini menemukan bahwa 70% responden merasa puas dengan kemudahan akses 

informasi, namun 25% masih meragukan efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, 

DPMPTSP perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses dan prosedur 

yang ada, serta meningkatkan komunikasi dan sosialisasi mengenai layanan yang 

diberikan. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan DPMPTSP dapat terus 

meningkatkan kepuasan masyarakat serta mempertahankan pelayanan yang sudah 

baik di DPMPTSP. 

.  

Kata Kunci: Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat, Pelayanan 

Perizinan 
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ABSTRACT 
 

ANALYSIS OF COMMUNITY SATISFACTION WITH PERMIT SERVICES 

AT THE INVESTMENT COORDINATION BOARD AND ONE-STOP 

INTEGRATED SERVICE OF LAMPUNG PROVINCE 

 

By 

IRSYAD FADHOLY ARIEF 

 

This study aims to analyze public satisfaction with the licensing services provided 

by the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Lampung 

Province. Data were obtained through a questionnaire distributed to 100 

respondents who have applied for or requested permits at DPMPTSP. The results 

of the study indicate that the majority of respondents are male (64%) and female 

(36%). From the analysis of the questionnaire, the obtained Public Satisfaction 

Index (IKM) is 1.448, which falls into the "Good" category. This indicates that the 

level of public satisfaction with the licensing services has shown improvement, 

although there are still challenges that need to be addressed, such as cost 

transparency, completion time, and staff responsiveness.Despite several aspects of 

the service receiving positive evaluations, such as the ease of managing and 

fulfilling requirements (Average 4.0) and staff friendliness (Average 4.2), there are 

still segments of the public that doubt the effectiveness of the service. This study 

found that 70% of respondents are satisfied with the ease of access to information, 

but 25% still question the effectiveness of the service. Therefore, DPMPTSP needs 

to conduct a comprehensive evaluation of the existing processes and procedures, 

as well as improve communication and socialization regarding the services 

provided. With the results of this study, it is hoped that DPMPTSP can continue to 

enhance public satisfaction and maintain the good services already provided. 

 

Keywords: Community Satisfaction, Community Satisfaction Index, Permit 

Services 
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MOTTO 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 

(Q.S. Al Insyirah: 5) 

 

“Man jadda wajada: Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan 

berhasil.” 

 

“Keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba.” 

(Walt Disney)
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I. PENDAHULUAN 
 

  

1.1    Latar Belakang 

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan salah satu 

indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah. Masyarakat dapat 

langsung merasakan dampak dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, 

sehingga kepuasan mereka menjadi tolok ukur yang signifikan. Dalam 

konteks ini, kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang perizinan, 

harus ditingkatkan agar dapat memenuhi harapan masyarakat. Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi 

Lampung memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan perizinan 

yang cepat, akurat, dan transparan, sehingga kepuasan masyarakat dapat 

terjaga. 

Kepuasan masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil akhir dari 

pelayanan, tetapi juga pada proses yang dilalui untuk mencapai hasil tersebut. 

Dalam hal ini, pegawai DPMPTSP diharapkan untuk memberikan pelayanan 

yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kinerja 

pegawai yang baik akan berkontribusi pada kepuasan masyarakat, sedangkan 

kinerja yang buruk dapat menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, 

penting untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat merasa puas dengan 

pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP, serta faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan tersebut. 

Sumber daya manusia di DPMPTSP merupakan aset utama dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas pegawai, baik dari segi 

kompetensi maupun sikap, sangat berpengaruh terhadap kepuasan 

masyarakat. Pegawai yang memiliki pengetahuan yang baik tentang prosedur 

perizinan dan mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih mampu 

memenuhi harapan masyarakat. Sebaliknya, pegawai yang kurang kompeten 

atau tidak disiplin dapat menyebabkan keterlambatan dan kesalahan dalam 
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proses perizinan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepuasan 

masyarakat. 

Dalam konteks DPMPTSP Provinsi Lampung, pelayanan perizinan 

merupakan salah satu bidang yang vital dalam mendukung kelancaran 

investasi di daerah. Namun, berdasarkan observasi awal, terdapat sejumlah 

tantangan yang dihadapi oleh bidang perizinan, termasuk jumlah pegawai 

yang terbatas. Dengan hanya 13 pegawai yang menangani bidang perizinan, 

beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses 

pengeluaran izin. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan 

masyarakat dan investor yang membutuhkan izin usaha dengan cepat. 

Kinerja pegawai di bidang perizinan sangat berpengaruh terhadap kepuasan 

masyarakat. Meskipun jumlah pegawai sedikit, mereka diharapkan dapat 

memberikan pelayanan yang cepat dan akurat. Namun, beban kerja yang 

tinggi dan tuntutan pekerjaan yang kompleks dapat menyebabkan stres dan 

kelelahan, yang pada gilirannya dapat menurunkan motivasi dan kinerja 

pegawai. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kesalahan dalam proses 

perizinan, yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, 

penting untuk menganalisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi Lampung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai DPMPTSP, diketahui bahwa 

banyak permohonan izin yang masuk, baik secara langsung maupun melalui 

website resmi. Hal ini membuat para pegawai kewalahan, dan surat perizinan 

yang seharusnya terbit dalam waktu 5-7 hari kerja seringkali terlambat hingga 

10-14 hari kerja. Keterlambatan ini disebabkan oleh pembagian beban kerja 

yang tidak merata dan banyaknya permintaan perizinan. Selain itu, terdapat 

juga masalah disiplin pegawai, di mana beberapa pegawai tidak berada di 

tempat saat masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan. 

Kualitas pelayanan yang rendah dapat mengakibatkan ketidakpuasan 

masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi citra pemerintah. 

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai 
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kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi 

Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan masyarakat dan memberikan rekomendasi untuk 

perbaikan pelayanan. Dengan memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, 

DPMPTSP dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. 

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah merupakan aspek yang 

sangat penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 

Menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990), kepuasan pelanggan, 

dalam hal ini masyarakat, adalah hasil dari perbandingan antara harapan dan 

persepsi mereka terhadap layanan yang diterima. Jika pelayanan yang 

diberikan memenuhi atau bahkan melebihi harapan masyarakat, maka tingkat 

kepuasan akan tinggi. Sebaliknya, jika pelayanan yang diterima tidak sesuai 

dengan harapan, maka kepuasan masyarakat akan menurun. Oleh karena itu, 

penting bagi pemerintah untuk memahami harapan masyarakat dan berusaha 

untuk memenuhi ekspektasi tersebut. 

Teori Servqual yang dikembangkan oleh Parasuraman et al. (1988) juga 

relevan dalam konteks ini. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh lima dimensi utama, yaitu tangibles (bukti fisik), reliability 

(keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan 

empathy (empati). Dalam konteks pelayanan perizinan di DPMPTSP, kelima 

dimensi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang 

diberikan. Misalnya, apakah pegawai DPMPTSP memiliki pengetahuan yang 

cukup untuk memberikan informasi yang akurat (reliability), apakah mereka 

cepat dalam menanggapi permohonan izin (responsiveness), dan apakah 

mereka menunjukkan sikap ramah dan peduli terhadap masyarakat 

(empathy). 

Selain itu, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga dapat 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 

Menurut Putnam (2000), masyarakat yang puas dengan pelayanan publik 

cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. 

Mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam diskusi publik, memberikan 
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masukan kepada pemerintah, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. 

Dengan demikian, meningkatkan kepuasan masyarakat tidak hanya 

bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, 

karena dapat mendorong partisipasi yang lebih besar dalam proses 

pembangunan. 

Dalam konteks DPMPTSP Provinsi Lampung, penting untuk melakukan 

analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan agar dapat 

mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan memahami faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan masyarakat, DPMPTSP dapat merumuskan 

strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Misalnya, 

jika masyarakat merasa bahwa waktu tunggu untuk mendapatkan izin terlalu 

lama, DPMPTSP dapat mempertimbangkan untuk menambah jumlah 

pegawai di bidang perizinan atau memperbaiki sistem manajemen alur kerja. 

Tabel 1. Jumlah Perizinan Pada Tahun 2024 

Keterangan Jumlah 

Januari 780 

Februari 750 

Maret 870 

April 810 

Mei 840 

Juni 830 

Juli 820 

Agustus 850 

September 790 

Oktober 820 

November 900 

Desember 770 

Total 9.842 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025 

Berdasarkan tabel ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai populasi yang menjadi subjek penelitian. Total populasi sebanyak 

9.842 orang menunjukkan bahwa ada banyak individu yang berpotensi 

memberikan masukan berharga mengenai kepuasan mereka terhadap 

pelayanan perizinan. Data ini sangat penting untuk menganalisis kepuasan 
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masyarakat, karena semakin besar populasi yang terlibat, semakin 

representatif hasil penelitian tersebut.  

Penelitian ini juga sejalan dengan pandangan bahwa pelayanan publik yang 

berkualitas dapat meningkatkan citra pemerintah di mata masyarakat. 

Menurut Gronroos (1990), citra positif pemerintah dapat dibangun melalui 

pelayanan yang baik dan kepuasan masyarakat. Ketika masyarakat merasa 

puas dengan pelayanan yang mereka terima, mereka akan lebih cenderung 

untuk berbagi pengalaman positif dengan orang lain, yang pada gilirannya 

dapat meningkatkan reputasi pemerintah. Oleh karena itu, fokus pada 

peningkatan kepuasan masyarakat harus menjadi bagian integral dari strategi 

pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. 

Lebih jauh lagi, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga dapat 

berkontribusi pada stabilitas sosial. Menurut Hibbard dan Mahoney (2009), 

masyarakat yang puas dengan pelayanan publik cenderung lebih stabil dan 

harmonis. Mereka lebih mungkin untuk mendukung kebijakan pemerintah 

dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif. Sebaliknya, 

ketidakpuasan dapat menyebabkan ketegangan sosial dan konflik, yang dapat 

mengganggu stabilitas dan keamanan di masyarakat. Oleh karena itu, penting 

bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kepuasan masyarakat 

sebagai langkah untuk menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan 

harmonis. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan 

Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Lampung.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang jelas mengenai kualitas pelayanan yang diterima masyarakat serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mereka. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini dapat menjadi acuan bagi DPMPTSP dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan perizinan dan memenuhi harapan masyarakat. 
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Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk 

mengatasi masalah yang ada, sehingga pelayanan publik di DPMPTSP 

Provinsi Lampung dapat lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek 

teknis pelayanan, tetapi juga pada bagaimana meningkatkan kepuasan 

masyarakat sebagai indikator keberhasilan pelayanan publik. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan 

kebijakan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan. 

1.2    Rumusan Masalah 

1. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

1. Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengukur 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan 

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Lampung. 

1.4    Manfaat Penelitian 

Berkaca dari tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta 

menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang 

akan dilakukan, dengan cara menerapkan ilmu serta teori-teori yang 

didapat selama perkuliahan dalam menganalisis bagaimana kepuasan 

Masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung. 
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2. Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi 

masyarakat umum mengenai kepuasan masayrakat pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Lampung (Studi Pada Bidang Pelayanan Perizinan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu kerangka 

acuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam kajian penelitian yang 

dilakukan. Peneliti menggunakan tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan tema penelitian yang hendak dilakukan. Berikut adalah penelitian 

terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti dan Judul 

Penelitian 

Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

1. Sari, R. 

(2018). "Analisis 

Kepuasan 

Masyarakat 

Terhadap Pelayanan 

Publik di Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kota Yogyakarta." 

 

Penelitian ini fokus pada 

tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang 

diberikan oleh Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, dengan 

menggunakan metode survei 

untuk mengumpulkan data 

dari masyarakat yang 

menggunakan layanan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan 

cukup baik, namun masih 

terdapat beberapa aspek 

yang perlu diperbaiki, 

seperti waktu tunggu dan 

komunikasi pegawai. 

Penelitian ini 

merekomendasikan 

peningkatan pelatihan 

bagi pegawai untuk 

meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

2. Hidayati, N. 

(2020). "Kepuasan 

Masyarakat 

Terhadap Pelayanan 

Perizinan di Dinas 

Penanaman Modal 

dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Sleman." 

 

Penelitian ini menganalisis 

kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan 

perizinan yang diberikan 

oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, dengan 

fokus pada faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

kepuasan 

Penelitian menemukan 

bahwa kepuasan 

masyarakat dipengaruhi 

oleh kecepatan pelayanan, 

sikap pegawai, dan 

kemudahan akses 

informasi. Masyarakat 

mengharapkan adanya 

peningkatan dalam hal 

transparansi dan 

kecepatan proses 

perizinan. 

3. Pratiwi, D. 

(2019). "Analisis 

Kepuasan 

Masyarakat 

Terhadap Pelayanan 

Penelitian ini berfokus pada 

analisis kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh Puskesmas, 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

masyarakat merasa puas 

dengan pelayanan 

kesehatan yang diberikan, 
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No. Peneliti dan Judul 

Penelitian 

Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

Kesehatan di 

Puskesmas Kota 

Semarang." 

dengan menggunakan 

metode kuantitatif untuk 

mengukur kepuasan 

berdasarkan beberapa 

dimensi pelayanan. 

terutama dalam hal empati 

dan perhatian dari tenaga 

medis. Namun, terdapat 

keluhan mengenai 

fasilitas yang kurang 

memadai dan waktu 

tunggu yang lama. 

Penelitian ini 

merekomendasikan 

peningkatan fasilitas dan 

manajemen waktu 

pelayanan. 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dari ketiga 

penelitian yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang relevan 

dan dapat dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai "Analisis 

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung". Semua penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, 

baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maupun Puskesmas, sangat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, termasuk kecepatan pelayanan, sikap pegawai, dan kemudahan 

akses informasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat tidak hanya 

bergantung pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pelayanan yang diterima. 

Ketiga penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan di masing-masing instansi. Masyarakat mengharapkan adanya 

perbaikan dalam hal transparansi, fasilitas, dan manajemen waktu pelayanan. 

Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang area mana yang perlu 

diperbaiki dalam konteks pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi Lampung, 

sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. 
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2.2 Kepuasan Masyarakat 

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan 

yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Osborne dan 

Gaebler (1992), pelayanan publik harus berorientasi pada hasil dan berfokus 

pada kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

publik tidak hanya diukur dari seberapa banyak layanan yang diberikan, tetapi 

juga dari seberapa baik layanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan 

masyarakat. Dalam konteks ini, pelayanan publik yang efektif dan efisien 

menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. 

Kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui berbagai dimensi, salah 

satunya adalah teori Servqual yang dikembangkan oleh Parasuraman et al. 

(1988). Teori ini menyatakan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh 

lima dimensi utama: tangibles (bukti fisik), reliability (keandalan), 

responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). 

Dalam konteks pelayanan publik, kelima dimensi ini dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya, 

pegawai yang memiliki pengetahuan yang baik tentang prosedur pelayanan dan 

mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih mampu memenuhi harapan 

masyarakat. 

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga dipengaruhi oleh proses 

yang dilalui untuk mencapai hasil akhir. Menurut Zeithaml, Parasuraman, dan 

Berry (1990), kepuasan pelanggan adalah hasil dari perbandingan antara 

harapan dan persepsi mereka terhadap layanan yang diterima. Jika pelayanan 

yang diberikan memenuhi atau bahkan melebihi harapan masyarakat, maka 

tingkat kepuasan akan tinggi. Sebaliknya, jika pelayanan yang diterima tidak 

sesuai dengan harapan, maka kepuasan masyarakat akan menurun. Oleh karena 

itu, penting bagi pemerintah untuk memahami harapan masyarakat dan 

berusaha untuk memenuhi ekspektasi tersebut. 
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Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi kepuasan terhadap pelayanan publik. 

Menurut Putnam (2000), masyarakat yang puas dengan pelayanan publik 

cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. 

Mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam diskusi publik, memberikan 

masukan kepada pemerintah, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. 

Dengan demikian, meningkatkan kepuasan masyarakat tidak hanya bermanfaat 

bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena dapat 

mendorong partisipasi yang lebih besar dalam proses pembangunan. 

Dalam konteks pelayanan publik, sumber daya manusia menjadi aset utama 

dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Menurut Gronroos (1990), 

kualitas pegawai, baik dari segi kompetensi maupun sikap, sangat berpengaruh 

terhadap kepuasan masyarakat. Pegawai yang memiliki pengetahuan yang baik 

tentang prosedur pelayanan dan mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih 

mampu memenuhi harapan masyarakat. Sebaliknya, pegawai yang kurang 

kompeten atau tidak disiplin dapat menyebabkan keterlambatan dan kesalahan 

dalam proses pelayanan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepuasan 

masyarakat. 

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan indikator penting 

yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh 

pemerintah. Menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990), kepuasan 

pelanggan dihasilkan dari perbandingan antara harapan dan persepsi mereka 

terhadap layanan yang diterima. Dalam konteks ini, jika pelayanan publik yang 

diberikan memenuhi atau bahkan melebihi harapan masyarakat, maka tingkat 

kepuasan akan tinggi. Sebaliknya, jika pelayanan yang diterima tidak sesuai 

dengan harapan, maka kepuasan masyarakat akan menurun. Oleh karena itu, 

penting bagi pemerintah untuk memahami harapan masyarakat dan berusaha 

untuk memenuhi ekspektasi tersebut agar dapat meningkatkan kepuasan. 

Teori Servqual yang dikembangkan oleh Parasuraman et al. (1988) 

memberikan kerangka kerja yang berguna untuk mengevaluasi kualitas 

pelayanan publik dan hubungannya dengan kepuasan masyarakat. Kelima 
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dimensi dalam teori ini tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan 

empathy dapat digunakan untuk menilai bagaimana masyarakat merasakan 

kualitas pelayanan yang diberikan. Misalnya, pegawai yang responsif dan 

memiliki empati terhadap kebutuhan masyarakat akan lebih mampu 

menciptakan pengalaman positif bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kepuasan mereka terhadap pelayanan publik. 

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga 

berkontribusi pada tingkat kepuasan. Menurut Putnam (2000), masyarakat 

yang puas dengan pelayanan publik cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi 

dalam kegiatan sosial dan politik. Ketika masyarakat merasa bahwa suara 

mereka didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan, 

mereka akan lebih cenderung merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. 

Hal ini menciptakan siklus positif di mana kepuasan masyarakat mendorong 

partisipasi yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. 

Kepuasan (satisfaction) berasal dari Bahasa Latin, satis yang berarti cukup dan 

facere yang berarti melakukan. Bila diartikan secara bahasa, maka produk yang 

memuaskan adalah produk (barang/jasa) yang mampu melakukan/memberikan 

sesuatu yang dicari oleh konsumen hingga pada tingkatan cukup. Secara umum 

pengertian kepuasan konsumen atau ketidakpuasan konsumen merupakan 

perbedaan antara harapan (expectations) dan kinerja yang dirasakan (perceived 

performance). Sehingga dapat dikatakan bahwa kepuasan konsumen berarti 

kinerja suatu barang/jasa sekurang-kurangnya sama dengan yang diharapkan.  

Kotler (2000) mengemukakan bahwa tingkat kepuasan adalah: “Satisfaction is 

a person’s feelings of pleasure or disapointment resulting fromcomparing a 

product’s percieved performance (or outcome) in relation to hisor her 

expectations.” 

Definisi lain menyebutkan bahwa kepuasan adalah perbedaan yang dirasakan 

antara kenyataan dengan harapan (Pascoe). Sedangkan Linder dan Pelz 

mengatakan bahwa kepuasan merupakan evaluasi positif dari dimensi 
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pelayanan kesehatan yang berbeda dilihat dari sudut pandang pasien. Jadi, 

kepuasan atau ketidakpuasan adalah kesimpulan dari interaksi antara harapan 

dan pengalaman sesudah memakai jasa atau pelayanan. 

Lupiyoadi (2001) menyatakan bahwa dalam menentukan tingkat kepuasan, 

terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu: a. 

Kualitas produk; Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. b. Kualitas 

pelayanan; Terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa puas bila 

mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang 

diharapkan. c. Emosional; Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan 

keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan 

produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan 

lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi 

nilai sosial atau self esteem yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap 

merek tertentu. d. Harga; Produk yang mempunyai kualitas sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi 

kepada pelanggannya. e. Biaya; Pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk 

atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. 

Menurut Budiastuti (2002 dalam Purwanto, 2007) pelanggan dalam 

mengevaluasi kepuasan terhadap jasa pelayanan yang diterima mengacu pada 

beberapa faktor, antara lain: a. Kualitas produk. Pelanggan akan puas bila 

kualitas produk (barang/jasa) yang ditawarkan relatif baik. Kualitas produk ini 

merupakan dimensi global dan paling tidak memiliki 6 elemen, yaitu 

penampilan produk (performance), daya tahan (durability), keistimewaan 

(feature), keandalan/dapat dipercaya (reliability), konsistensi (consistency), 

dan model (design). Pelanggan akan merasa puas saat membeli produk yang 

kualitasnya bagus, tahan lama, modelnya apik, dan memiliki banyak 

keunggulan (fasilitas). Produk yang berbentuk pelayanan jasa, kualitas yang 

baik dapat diartikan sebagai pelayanan yang tepat waktu, aman, paripurna, dan 

diberikan oleh ahli, dan mudah dijangkau (secara jarak maupun biaya) b. 
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Harga. Komponen yang satu ini hanya berlaku bagi mereka yang sensitif 

terhadap masalah value of money. Dengan harga yang murah mereka yang 

sensitif akan mendapatkan value of money yang tinggi dan merasa kepuasan 

karenanya. c. Service Quality. Kedua faktor di atas (kualitas dan harga) 

ternyata bukan jaminan untuk memuaskan pelanggan. Kualitas yang baik dan 

harga yang murah akan menjadi hal yang tidak bermakna bila pelayanan yang 

diberikan karyawan tidak baik (tidak ramah, prosedur yang susah, dan 

pelayanan yang tidak nyaman). Kualitas pelayanan disokong oleh tiga hal, 

yaitu sistem, teknologi, dan manusia. Menurut konsep service quality yang 

populer, ServQual dinyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki 5 dimensi, 

yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible 

(Parasuraman, 1985 dalam Rahmulyono, 2008). d. Emotional factor. Pada 

awalnya kajian tentang kepuasan mengarah pada asumsi bahwa para pelanggan 

menggunakan rasionalitasnya dalam berbelanja. Namun kajian-kajian terkini 

membuktikan bahwa pelanggan tidak selalu rasional untuk melakukan 

transaksi, bahkan ada kecenderungan irasional. Sering terjadi pelanggan mau 

membayar harga yang teramat tinggi (tidak masuk akal) untuk sebuah barang 

maupun jasa, hanya karena barang terseut bentuknya/warnanya sesuai dengan 

bentuk/penampilan/warna favoritnya. Dengan demikian kajian terkini 

menjadikan faktor emosi sebagai hal yang menjadi driver kepuasan pelanggan. 

Faktor emosional ini ada tiga komponen, yaitu: estetika, self-expressive value, 

dan brand personality. 

Menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (Ibid:148) terdapat 4 (empat) metode 

untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu sebagai berikut :  

1) Sistem keluhan dan saran Artinya setiap perusahaan yang berorientasi pada 

pelanggan perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. 

Media yang bisa digunakan meliputi kotak saran yang diletakkan di tempat-

tempat strategis, menyediakan kartu komentar, menyediakan saluran telepon. 

2) Survei kepuasan pelanggan Artinya kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

menggunakan metode survei, baik melalui pos, telepon maupun wawancara 
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pribadi. Dengan melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan 

umpan balik secara langsung dari pelanggan sekaligus juga memberikan tanda 

positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

Pengukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, di antaranya sebagai berikut: a) Directly reported satisfaction, 

yaitu pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan, seperti sangat 

tidak puas, tidak puas, netral, puas, dan sangat puas. b) Derived dissatisfactoin, 

yaitu pertanyaan yang menyangkut besarnya harapan pelanggan terhadap 

atribut. c) Problem analysis, artinya pelanggan yang dijadikan responden untuk 

mengungkapkan dua hal pokok, yaitu (i) masalah-masalah yang mereka hadapi 

berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan (ii) saran-saran untuk 

melakukan perbaikan. d) Importance-performance analysis, artinya dalam 

teknik ini responden dimintai untuk meranking berbagai elemen dari 

penawaran berdasarkan pentingnya elemen. 

3) Ghost shopping Artinya metode ini dilaksanakan dengan cara 

memperkerjakan beberapa orang (Ghost shopper) untuk berperan atau bersikap 

sebagai pelanggan/pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. 

Kemudian Ghost shopper menyampaikan temuan-temuan mengenai kekuatan 

dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman 

mereka dalam pembelian produk-produk tersebut.  

4) Lost customer analysis Artinya perusahaan menghubungi para 

pelanggannya yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok 

dan diharapkan diperoleh informasi penyebab terjadinya hal tersebut. 

Tingkat kepuasan pelanggan sangat tergantung pada mutu suatu produk. Suatu 

produk dikatakan bermutu bagi seseorang kalau produk tersebut dapat 

memenuhi kebutuhannya. Aspek mutu suatu produk dapat diukur. Pengukuran 

tingkat kepuasan erat hubungannya dengan mutu produk (barang atau jasa). Di 

samping itu, pengukuran aspek mutu bermanfaat bagi pimpinan bisnis, yaitu 

(i) untuk mengetahui dengan baik bagaimana jalannya proses bisnis; (ii) 

mengetahui di mana harus melakukan perubahan dalam upaya melakukan 
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perbaikan secara terus-menerus untuk memuaskan pelanggan; (iii) menentukan 

apakah perubahan yang dilakukan mengarah ke perbaikan. 

Kepuasan masyarakat merupakan konsep yang penting dalam studi pelayanan 

publik, karena mencerminkan seberapa baik pemerintah memenuhi harapan 

dan kebutuhan masyarakat. Menurut Kotler dan Keller (2016), kepuasan 

pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja produk atau layanan yang diterima dengan harapan 

yang dimiliki. Dalam konteks pelayanan publik, kepuasan masyarakat dapat 

diartikan sebagai tingkat kepuasan individu terhadap layanan yang diberikan 

oleh pemerintah. 

Teori Servqual yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

(1988) menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh lima dimensi 

utama, yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. 

Dimensi-dimensi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan 

publik dan kepuasan masyarakat. Penelitian oleh Hidayati (2020) 

menunjukkan bahwa dimensi-dimensi ini berkontribusi signifikan terhadap 

kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan. 

Kepuasan masyarakat juga berhubungan erat dengan kepercayaan terhadap 

pemerintah. Menurut Morgan dan Hunt (1994), kepercayaan adalah elemen 

kunci dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan 

masyarakat. Ketika masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, 

mereka cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap 

pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat dapat berfungsi 

sebagai indikator legitimasi pemerintah. 

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dipengaruhi 

oleh tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan publik. Putnam (2000) 

menyatakan bahwa masyarakat yang puas dengan pelayanan publik cenderung 

lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Dengan 

demikian, meningkatkan kepuasan masyarakat tidak hanya bermanfaat bagi 

individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. 
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Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, termasuk kualitas sumber daya manusia. Menurut Sari (2018), 

pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam 

memberikan pelayanan akan lebih mampu memenuhi harapan masyarakat. 

Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan pegawai menjadi penting untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. 

Selain itu, transparansi dalam proses pelayanan juga berkontribusi terhadap 

kepuasan masyarakat. Menurut Gronroos (1990), citra positif pemerintah dapat 

dibangun melalui pelayanan yang baik dan transparan. Ketika masyarakat 

merasa bahwa proses pelayanan berlangsung secara adil dan terbuka, mereka 

akan lebih cenderung merasa puas dengan layanan yang diterima. 

Kualitas fasilitas yang disediakan juga mempengaruhi kepuasan masyarakat. 

Penelitian oleh Pratiwi (2019) menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan 

fasilitas yang memadai dalam pelayanan kesehatan. Hal ini juga berlaku dalam 

konteks pelayanan perizinan, di mana fasilitas yang baik dapat meningkatkan 

kenyamanan dan kepuasan masyarakat. 

Waktu tunggu dalam proses pelayanan merupakan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kepuasan masyarakat. Menurut Hibbard dan Mahoney (2009), 

waktu tunggu yang lama dapat menyebabkan ketidakpuasan dan frustrasi di 

kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk 

mengelola waktu pelayanan dengan baik agar masyarakat merasa puas. 

Kepuasan masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif 

antara pegawai dan masyarakat. Menurut Zeithaml et al. (1990), komunikasi 

yang baik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur 

pelayanan dan mengurangi ketidakpuasan. Pegawai yang mampu 

berkomunikasi dengan baik akan lebih mampu menjelaskan proses dan 

menjawab pertanyaan masyarakat. 

Dalam konteks pelayanan perizinan, kepuasan masyarakat dapat dipengaruhi 

oleh kompleksitas prosedur yang harus dilalui. Menurut Hidayati (2020), 
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prosedur yang rumit dan tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan dan 

ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penyederhanaan 

prosedur pelayanan menjadi penting untuk meningkatkan kepuasan 

masyarakat. 

Kepuasan masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh umpan balik yang diberikan 

oleh pemerintah. Menurut Kotler dan Keller (2016), mendengarkan umpan 

balik dari pelanggan dapat membantu organisasi untuk memahami kebutuhan 

dan harapan mereka. Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah yang 

responsif terhadap umpan balik masyarakat akan lebih mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat dapat 

berkontribusi pada stabilitas sosial. Menurut Hibbard dan Mahoney (2009), 

masyarakat yang puas dengan pelayanan publik cenderung lebih stabil dan 

harmonis. Mereka lebih mungkin untuk mendukung kebijakan pemerintah dan 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif. 

Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan 

aspek yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Lampung, dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi yang telah 

diuraikan di atas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan 

kepuasan masyarakat. 

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat 

Kata satisfaction (kepuasan) menurut Tjiptono dan Chandra (2005) berasal dari 

bahasa Latin “satis” yang berarti cukup baik, memadai, dan “fatio” yang berarti 

melakukan atau membuat. Kepuasan bisa diartikan sebagai “upaya pemenuhan 

sesuatu” atau “membuat sesuatu memadai”. Sedangkan menurut Supranto 

(1997), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Adapun beberapa 
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definisi yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat yakni sebagai berikut; 

menurut Kotler dan Armstrong (2008) mengungkapkan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkatan dimana kinerja anggapan produk relatif atau sesuai 

dengan ekspektasi pembeli. Jika kinerja produk tidak memenuhi ekspektasi, 

pelanggan kecewa. Jika kinerja produk sesuai dengan ekspektasi, pelanggan 

puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan sangat puas.  

Menurut Nasution M. N. (2001) kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan 

dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui 

produk yang dikonsumsi. Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2007) 

mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa 

yang muncul setelah membandingkan kinerja atau produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja yang diharapkan. Dan menurut Umar (1997) kepuasan 

konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara 

apa yang dia terima dan harapannya. Sementara itu, menurut Pasolong (2010), 

“semakin baik kepemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka 

semakin tinggi kepercayaan masyarakat (hightrust)”.  

Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi apabila masyarakat mendapat 

pelayanan yang baik dan merasa terpuaskan akan pelayanan tersebut. 

KEPMENPAN Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyebut bahwa, “Ukuran keberhasilan 

penyelenggaraaan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan 

pelayanan. Kepuasaan pelayanan dicapai apabila penerima layanan 

memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan”. Oleh 

karena itu, setiap penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan survei 

Indeks Kepuasan Masyarakat.  

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 

14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah menyebutkan Indeks 

Kepuasan Masyarakat adalah: “Data dan informasi tentang tingkat kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dari 
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aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhannya.” Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat merupakan perasaan yang muncul 

sesuai dengan ekspektasi terhadap kinerja yang diharapkan melalui 

terpenuhinya kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kepuasan masyarakat 

terhadap organisasi publik sangat penting karena berkaitan dengan 

kepercayaan masyarakat. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data 

dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil 

pengukuran dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik 

yang sesuai antara harapan dan kebutuhan mereka. 

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah perlu untuk terus 

diukur dan dibandingkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah adalah dengan 

menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat. Lebih lanjut dalam keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 14 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 

Pelayanan Instansi pemerintah menyebutkan, “Sasaran dari Indeks Kepuasan 

Masyarakat adalah tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.” 

(KEPMENPAN, 2017). Adapun pada beberapa tahun terakhir Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 14 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terus 

diperbaharui dengan berbagai latar belakang perubahan yang dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1. Keputusan MENPAN KEP/16/M.PAN/2/2014 tentang pedoman Umum 

Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah menjadi 

PERMENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan alasan 

perubahan sebagai berikut: a. Belum mengacu pada UU 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik dan UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 

perundang undangan. b. Ruang lingkup IKM belum selaras dengan Komponen 
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Standar Pelayanan. Hasil dari perubahan ke Permenpan No. 16 Tahun 2004 

dapat dilihat sebagai berikut: a. Penyelenggaraan pelayanan menggunakan 

metode dan teknik IKM yang disesuaikan dengan kebutuhan. b. Skor kepuasan 

masyarakat dalam angka kuantitatif dapat dikonversikan dalam bentuk 

kualitatif (sangat baik, baik, kurang baik, dan buruk).  

2. PERMENPANRB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik menjadi 

PERMENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan alasan 

perubahan sebagai berikut: a. Permenpan No, 16 Tahun 2014 tidak mengatur 

teknis operasional pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. b. Metode 

pengolahan data hasil survei belum ditentukan, sehingga tidak ada 

keseragaman hasil survei. c. Penentuan jumlah sampel responden belum diatur 

d. Hasil survei belum dipublikasikan. Berdasarkan beberapa perubahan 

peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai Survei 

Kepuasan Masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa upaya tersebut terus 

dilakukan agar terlaksananya survei kepuasan masyarakat dalam memperoleh 

suatu pelayanan dengan hasil pengukuran yang optimal, terbuka, obyektif dan 

efektif. 

Berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan 

survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik terdiri dari 

beberapa unsur yakni sebagai berikut:  

1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam 

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif.  

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Prosedur, Mekanisme dan Prosedur adalah 

tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, 

termasuk pengaduan.  
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3. Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan.  

4. Biaya/Tarif Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepaa penerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat.  

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan 

adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima susuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap 

spesifikasi jenis pelayanan.  

6. Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yag harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 

pengalaman.  

7. Perilaku Pelaksana Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam 

memberikan pelayanan.  

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran 

dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak 

lanjut.  

9. Sarana dan Prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala 

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses 

(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 

(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).  

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur survei kepuasan 

masyarakat terdiri dari 9 unsur yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan 

prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi dan jenis 
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pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, 

saran, dan masukan, sarana dan prasarana. 

 

2.4    Kerangka Pikir 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2024 
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III. METODE PENELITIAN 
 

 

3.1    Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa 

angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang dikonversi menjadi data 

yang berbentuk angka. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2018), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu, dan pengambilan sampel dilakukan secara random dengan 

pengumpulan data menggunakan instrumen, serta analisis data bersifat 

statistik. Paradigma penelitian kuantitatif dianggap sebagai hubungan sebab 

akibat (kausal) antar variabel penelitian (Sugiyono, 2018). 

Penulis menggunakan metode survei untuk pengambilan data. Survei adalah 

metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data. Kuesioner (angket) adalah instrumen yang berupa daftar pertanyaan atau 

pernyataan tertulis yang dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan 

petunjuk pengisiannya. 
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3.2    Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. 

Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

menarik, unik, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dalam hal ini 

Lokasi yang menjadi penelitian penulis yakni berada di Kota Bandar 

Lampung tepatnya yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Lampung. Peneliti memilih lokasi tersebut karena Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung 

merupakan salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam 

permasalahan perizinan yang dilakukan di Provinsi Lampung baik di Kota 

Bandar Lampung maupun di Kabupaten/Kota.  

 

3.3    Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan sekumpulan individu atau subjek dalam wilayah 

dan waktu tertentu dengan kualitas yang sesuai untuk diamati atau 

diteliti (Sugiyono, 2018). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019), populasi adalah 

orang, benda atau hal yang dianggap sebagai sampel untuk penelitian 

sesuai dengan kriteria pada masalah yang diteliti. 

Studi ini melibatkan Masyarakat yang melakukan perizinan yang 

terhitung sejak januari-desember tahun 2024. Berikut tabel jumlah 

orang yang melakukan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung sepanjang Januari-

Desember 2024 dengan jumlah total 9.842. Berdasarkan data tersebut, 

terdapatt 9.842 perizinan yang diurus dalam periode januari-desember 

tahun 2024 setelah dihitung kembali diketahui terdapat 6.300 orang 

berjenis kelamin laki-laki dan 3.542 orang Perempuan yang mengurus 

perizinan. 
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah suatu kelompok yang jumlahnya relatif lebih sedikit dari 

populasi yang dipilih dan digunakan sebagai penelitian. Menurut 

Sugiyono (2018), sampel sebagai bagian dari jumlah dan kualitas 

populasi. 

Penentuan jumlah sampel dapat ditentukan menggunakan metode 

rumus Taro Yamane yaitu langkah pertama menentukan berapa batas 

toleransi kesalahan, batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan 

persentase. Semakin besar toleransi kesalahan maka semakin akurat 

sampel menggambarkan populasi. Rumus Taro Yamane: 

 

Keterangan:  

n = jumlah sampel  

N = jumlah populasi  

d2 = Presisi/tingkat penyimpangan yang diinginkan  

Teknik sumpling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

Random Sampling yaitu sampel acak secara sederhana adalah bahwa 

setiap anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai sampel. Diberi nama Simple Random Sampling karena 

di dalam pengambilan sampelnya, peneliti mencampur subjek-subjek di 

dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masayrakat yang 

melakukan dan terdata pada buku tamu DPMPTSP. Jumlah sampel 

sebanyak 100. 

n = 
9.842

9.842.0,12+1
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n = 
9.842

99,42
 

n = 98,9941662 

n =100 

Penggunaan sampel sebanyak 100 orang dalam penelitian ini dapat 

dipertahankan dengan beberapa alasan yang didukung oleh pernyataan 

para ahli. Pertama, meskipun jumlah populasi yang terhitung adalah 

9.842, penggunaan teknik Random Sampling dengan jumlah sampel 

100 orang masih dapat memberikan representasi yang baik terhadap 

populasi. Menurut Sugiyono (2018), sampel yang diambil secara acak 

dapat mencerminkan karakteristik populasi jika pengambilan sampel 

dilakukan dengan benar. 

Kedua, dalam konteks penelitian sosial, ukuran sampel yang lebih kecil 

dapat tetap memberikan hasil yang signifikan jika dilakukan dengan 

metode yang tepat. Menurut Krejcie dan Morgan (1970), meskipun 

tabel mereka merekomendasikan ukuran sampel yang lebih besar untuk 

populasi yang besar, penelitian yang dilakukan dengan sampel yang 

lebih kecil dapat tetap memberikan hasil yang dapat diandalkan jika 

variabel yang diteliti tidak terlalu kompleks.  

Ketiga, penggunaan sampel 100 orang juga dapat menghemat waktu 

dan sumber daya, yang sangat pnting dalam penelitian. Menurut Cohen 

et al. (2007), dalam penelitian yang bersifat eksploratif atau awal, 

ukuran sampel yang lebih kecil dapat digunakan untuk mendapatkan 

wawasan awal sebelum melakukan penelitian yang lebih besar. Dengan 

demikian, meskipun ukuran sampel yang direkomendasikan oleh 

Krejcie dan Morgan adalah 368 orang, penggunaan sampel 100 orang 

dalam penelitian ini masih dapat dipertahankan dengan alasan bahwa 

teknik pengambilan sampel yang tepat. 
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Dalam penelitian ini, penentuan sampel homogen dilakukan 

berdasarkan karakteristik responden yang terbagi atas jenis kelamin. 

Dari data yang disajikan dalam Tabel 7 (karekteristik responden) pada 

bagian hasil pembahasan, terdapat dua kategori jenis kelamin, yaitu 

laki-laki dan perempuan, dengan jumlah responden masing-masing 

yaitu laki-laki 64 orang dan perempuan 36 orang  

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menghasilkan dua kategori jenis kelamin diatas yaitu Proportionate 

Stratified Random Sampling dilakukan dengan membagi populasi ke 

dalam sub populasi atau strata secara proporsional dan dilakukan secara 

acak. Rumus untuk jumlah sampel masing-masing bagian dengan 

teknik Proportionate Stratified Random Sampling adalah sebagai 

berikut : 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka pengambilan sampel menurut 

bagiannya dapat dibuat gambaran statistik teknik penarikan sampel 

sebagai berikut : 

Laki-laki = 
6.300

9.842
𝑥 100 = 64,01 = 64 

Perempuan = 
3.542

9.842
𝑥 100 = 35,98 = 36 

  

3.4    Jenis Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2018), data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dan 

dihitung secara langsung, mengenai informasi atau penjelasan dalam bentuk 

angka atau statistik. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan atau didapatkan oleh 

penulis secara langsung. Menurut Nazir dalam buku Analisis Data Penelitian 

(2019), data primer adalah data yang didapat secara langsung dari lapangan 

atau objek penelitian, baik berupa pengukuran, pengamatan, maupun 

wawancara.  

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh dari jawaban 

kuesioner secara tidak langsung atau berupa google form yang disebarkan 

kepada responden. Data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk 

melengkapi data-data yang telah ada dari data primer atau penelitian 

sebelumnya (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini, data sekunder yang 

digunakan penulis diperoleh dari penelitian terdahulu, seperti buku, jurnal, 

artikel dan sejenisnya 

3.5    Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah angket. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode skala likert 

yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan sudah ditanggapi oleh 

responden. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang terkait suatu objek atau fenomena tertentu 

(Sugiyono, 2016). Fenomena tersebut dijelaskan secara jelas oleh penulis dan 

disebut sebagai variabel penelitian. Berikut tabel skala likert yang ditetapkan 

penulis untuk tanggapan kuesioner. 

Tabel 3. Skala Likert Tanggapan Responden 

Pernyataan Skor 
Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024 
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3.6    Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian ini Kepuasan 

Masayrakat.  

 

3.7    Definisi Konsep dan Operasional Variabel Penelitian 

3.7.1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang 

karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan 

landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan 

definisi konseptual dari variabel. 

Gasperzs, (1999) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai berikut: 

Penyesuaian terhadap perincian-perincian (Conformance to 

specification) dimana kualitas ini dipandang seabgai derajat 

keunggulan yang ingin dicapai, dilakukannya control terus menerus 

dalam mencapai keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi 

kebutuhan pengguna jasa. 

3.7.2 Definisi Operasional 

Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus 

dioperasionalisasikan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau 

sesuatu yang mempunyai nilai. Penjelasan dari difinisi operasinal dari 

survey indeks kepuasan Masyarakat sebagai berikut: 

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Instrumen 

Pertanyaan 

Kode 

Kepuasan Masyarakat Persyaratan Saya merasa mudah 

Dalam mengurus dan 

memenuhi 

persyaratan 

K1 
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 Saya merasa 

ketersediaan sarana & 

prasarana yang 

memadai 

K2 

Prosedur Saya merasa adanya 

keterbukaan informasi 

mengenai prosedur & 

kejelasan alur dalam 

prosedur pelayanan 

K3 

Saya merasa mudah 

mendapatkan 

informasi progress 

pelaksanaan 

pekerjaan 

K4 

Waktu Pelayanan Saya merasa lamanya 

waktu penyelesaian 

pelayanan sesuai 

dengan prosedur yang 

berlaku 

K5 

Saya merasa waktu 

penyelesaian 

pekerjaan telah sesuai 

dengan prosedur yang 

berlaku 

K6 

Biaya Tarif Saya merasa adanya 

keterbukaan 

mengenai rincian 

biaya pelayanan 

K7 

Biaya pelayanan yang 

dibayarkan dan biaya 

layanan yang 

ditetapkan telah 

sesuai 

K8 

Produk Spesifikasi 

Jenis Pelayanan 

Saya merasa 

penjelasan informasi 

Jenis Pelayanan 

mudah untuk 

dipahami 

K9 

Saya merasa 

ketepatan waktu 

petugas dalam 

menyelesaikan suatu 

pelayanan telah sesuai 

K10 

Kompetensi 

Pelaksana 

Saya merasa 

mendapat kejelasan 

informasi yang 

diberikan oleh 

petugas yang 

melayani  

K11 

Saya merasa 

kemampuan 

administrasi petugas 

pelayanan telah sesuai 

K12 

Perilaku Pelaksana Saya merasa petugas 

sangat ramah dalam 

melakukan pelayanan 

K13 
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Saya merasa petugas 

memiliki kecepatan 

dan daya tangkap saat 

melakukan pelayanan 

K14 

Maklumat Pelayanan Saya merasa adanya 

kesesuaian maklumat 

dengan pelayanan 

yang diberikan 

K15 

Saya merasa adanya 

konsistensi petugas 

dalam menerapkan 

sistem manajemen 

terhadap pelayanan 

K16 

Penanganan 

Pengaduan 

Saya merasa 

kecepatanan 

penanganan dan daya 

tanggap petugas 

terhadap pengaduan 

K17 

Saya merasa petugas 

cepat dalam merespon 

terhadap komplain 

pelanggan 

K18 

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024 

3.8 Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel, jika r hitung > r tabel dan bernilai positif maka variabel 

tersebut valid, sedangkan jika r < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid. 

Teknik yang biasa digunakan dalam uji validitas adalah menggunakan Person 

Product Moment, yaitu : 

 

Dalam penelitian ini, uji validitas tidak diterapkan karena instrumen yang 

digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat telah merujuk pada 

Peraturan Menteri (Permen) yang relevan, yang telah teruji dan diakui secara 

resmi dalam konteks pelayanan publik. Permen tersebut telah melalui proses 
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pengembangan yang ketat, termasuk pengujian dan validasi oleh pihak 

berwenang, sehingga instrumen yang dihasilkan dianggap valid dan dapat 

diandalkan untuk mengukur variabel yang diteliti. Dengan demikian, 

penggunaan instrumen yang telah ditetapkan dalam Permen memberikan 

jaminan bahwa pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan dengan standar 

yang telah disepakati, sehingga tidak perlu dilakukan uji validitas tambahan 

dalam penelitian ini. 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner dari variabel atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan 

fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbah Alpha, 

dimana suatu variabel dikatakan relibel jika memberikan nilai cronbach alpha 

>0,60 (Sugiyono, 2019). Uji reliabilitas ini digunakan untuk menunjukkan 

sejumlah mana alat pengukur yang digunakan dapat dipercaya atau dilakukan 

untuk mengetahui konsistensi dan ketepatan pengukuran. Perhitungan 

validitas pada penelitian ini dilakukan dengan program spss. Teknik 

pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji reliabilitas 

dengan menggunakan teknik Cronbach Alpha, yaitu menghitung koefesien 

Alpha yang merupakan rata-rata dari koefesien belah dua yang dihitung untuk 

semua kemungkinan membelah dua item-item score, perumusannya adalah 

sebagai berikut: 

 

Keterangan :  

Α = Reliabilitas Instrument  

K = Banyak butir pertanyaan  

t² = Varians Total  
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Σь² = Jumlah Varians Butir 

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas 

Jumlah 

Pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha 

Syarat Keterangan 

18 0.85 0.70 Reliabel 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025 

3.9    Teknik Analisis Data 

Pada Penelitian ini menggunakan penelitian deskkritif kuantitatif yang 

menggunakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik 

yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap 

obejak yang akan diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya 

tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2019). 

Data yang nantinya diperoleh dari kuesioner atau angket dalam penelitian ini 

merupakan data kuantitatif yang nantinya akan dianalisis secara uji validitas, 

uji reliabilitas, analisis linear sederhana dengan menggunakan pengolahan 

data yaitu SPSS (Paramita, 2015). 

Dalam pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada 

pedoman yang telah dibuat oleh pemerintah tentang pelayanan publik yaitu 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam 

perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat 9 unsur pelayanan 

yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama yaitu 

0,11 yang didapat dari jumlah bobot dibagi jumlah unsur. Perhitungan IKM 

mengacu pada Permenpan 14/2017. Untuk mempermudah interpersepsi 

terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut 

diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: 

IKM= Nilai Rerata Interval Kepuasan Masyarakat x 25. 
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3.10  Teknik Pengolahan Data 

Dalam perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat 9 unsur 

pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang 

sama yaitu 0,11 yang didapat dari jumlah bobot dibagi jumlah unsur. 

Perhitungan IKM mengacu pada Permenpan 14/2017. Nilai penimbang yang 

sama dengan rumus sebagai berikut. Untuk memperoleh nilai kualitas 

pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

Untuk memudahkan intrepsi terhadap penilaian kualitas pelayanan yaitu 

antara 25-100 maka hasil penelitian tersebut di atas dikonversikan dengan 

nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut : 
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V. PENUUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepuasan Masyarakat pada pelayanan 

perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) sebesar 1.448 dalam skala 0-100, yang masuk dalam kategori "Baik". 

Meskipun terdapat beberapa aspek pelayanan yang mendapatkan tanggapan 

positif, seperti kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan (Rata-

rata 4.0), keterbukaan informasi mengenai prosedur (Rata-rata 4.0), serta 

keramahan petugas (Rata-rata 4.2), masih ada tantangan yang perlu diatasi, 

termasuk transparansi biaya, waktu penyelesaian, dan responsivitas petugas. 

Secara keseluruhan, total nilai rata-rata kepuasan masyarakat yang diperoleh 

sebesar 3.9 menunjukkan bahwa meskipun pelayanan yang diberikan oleh 

DPMPTSP Provinsi Lampung telah memenuhi harapan masyarakat dalam 

banyak aspek, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Dari analisis yang 

dilakukan, terlihat bahwa mayoritas responden merasa puas dengan 

kemudahan akses informasi dan ketersediaan sarana prasarana, dengan nilai 

rata-rata 4.0. Namun, masih ada segmen masyarakat yang meragukan 

efektivitas pelayanan, terutama terkait waktu penyelesaian yang dinilai 3.8 dan 

kejelasan informasi yang diberikan oleh petugas. Hal ini menunjukkan 

perlunya DPMPTSP untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses 

dan prosedur yang ada, serta meningkatkan komunikasi dan sosialisasi 

mengenai layanan yang diberikan. 

Peningkatan transparansi dan efisiensi dalam proses perizinan menjadi kunci 

untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menarik lebih banyak 

investor. DPMPTSP Provinsi Lampung perlu fokus pada perbaikan 

berkelanjutan dalam kualitas pelayanan, termasuk digitalisasi proses perizinan 

untuk mempermudah akses masyarakat. Pelatihan bagi petugas dalam hal 
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komunikasi dan pelayanan yang ramah juga harus menjadi prioritas untuk 

meningkatkan interaksi dengan pemohon.  

5.2 Saran 

Berikut adalah rekomendasi saran berdasarkan kesimpulan hasil penelitian 

kualitas pelayanan di DPMPTSP Provinsi Lampung: 

1. Meningkatkan Transparansi dan Sosialisasi Pelayanan  

DPMPTSP perlu memperkuat transparansi dalam setiap tahap proses 

perizinan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses 

oleh masyarakat. Sosialisasi prosedur, persyaratan, dan rincian biaya 

harus dilakukan secara rutin melalui berbagai media, baik online 

maupun offline, agar pemohon memahami seluruh proses tanpa 

kebingungan. 

2. Digitalisasi Proses Perizinan dan Pengembangan Sistem Informasi 

Pengembangan sistem perizinan yang berbasis digital sangat penting 

untuk mempermudah akses masyarakat dalam mengajukan, memonitor, 

dan mendapatkan informasi terkait proses perizinan secara cepat dan 

transparan. 

3. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Petugas Pelayanan 

DPMPTSP perlu mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan 

kompetensi petugas dalam hal komunikasi, pelayanan yang ramah, dan 

kemampuan administrasi.  
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